AN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
INOVASI DAERAH

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU,

:a. bahwa untuk mendukung peningkatan
kinerja  Pemerintah @ Daerah  dan
pelayanan publik secara optimal dalam

by rangka mewujudkan  kesejahteraan

masyarakat perlu memacu Kkreativitas
daerah dengan melakukan Inovasi;

~ b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan = masyarakat

i e
SR v -
r._l_, I
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mdang Nomor 23 Tahun 2014 ten'
Pemerintahan  Daerah,  Pemerintah
Daerah dapat melakukan inovasi dalam
rangka ‘meningkatkan kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf ¢ perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Inovasi

- - Daerah.

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah

s ;.--:.__;_-ngan Daerah Provms1 Sumatera
(Lembaran Negara Republik
1 1 1956 Nomor 53
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

: .' I ahan Kedua Atas Undang—Undang_

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019
tentang Sistem Nasional [lmu
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 148, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6374)
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
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._ __7 tentang Inovam Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);

7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset
dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36
Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem
Inovasi Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
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104 T"ahun 2018 tentang Penllalan dan

Pembenan Penghargaan dan/atau
Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1611);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

135 Tahun 2018 tentang Percepatan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 163);

aturar Daerah Kabupaten
buh anbatu Nomor 4 Tahun 2016-
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6

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU

dan
BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN :

~ Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI

e DAERAH.
il
i BAB I
KETENTUAN UMUM
1
59 Pasal 1

seluas—ansnya dalam smtem
.-an Repubhk Indonema.
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n dalam | negeri.
adalah Bupati Labuhanbatu.

 Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
yang  berkedudukan  sebagai ~ unsur
relenggaraan Pemerintahan Daerah.

kat Daerah adalah unsur pembantu kepala
ah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
rintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah

8 Ajparatur Sipil Negara yang selan_]utnya disingkat ASN
A adalah profesi bagi pegawal negeri sipil dan pegawai
ijpemermtah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
Pemerintah Daerah.

adalah  Perangkat Daerah  Kabupaten
uha batu yang melaksanakan urusan pemerintahan
ang penelitian dan pengembangan.

jalah kegatan penelitian, pengembangan,
D \n, perekayasaan dan
Jumya chsebut kehtban
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Ukatau suatu pr‘osédur kerja.

ternatif Rancang Bangun Inovasi Daerah adalah ide
berbeda dari Rancang Bangun Inovasi Daerah yang
diusulkan yang digunakan sebagai pilihan.

13.Inovasi Daerah adalah semua bentuk upaya dan
kegiatan = pembaharuan dalam  penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu
termasuk penerapan/replikasi atas Inovasi milik
Pemerintah /instansi lain.

14. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa
adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk
menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar
institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga

Va&u, dunia usaha dan masyarakat di daerah.

map Penguatan SIDa adalah dokumen yang berisi
an umum dan program pnontas pembangunan_
rangka penguatan sistem inovasi Kabupaten
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nan Publik adalah terobosan jenis
! k baik yang merupakan gagasan/ide
sinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang

: :_-: gkatan .kua]jtas pada inovasi pelayanan publik
1g ada.

ncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
lanjutnya  disebut RPJMD  adalah  dokumen
ncanaan pembangunan daerah untuk periode 5

garan Pendapatan dan Belanja Daerah yang
itnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
merintah Daerah.

: < - BAB Il
T TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

an untuk menm __tkan kmer]a

Dipindai dengan CamScanner




daya samg Daerah
Pasal 3

h diselenggarakan berdasarkan prinsip :

atan efisiensi,

can efektivitas;

baikan kualitas pelayanan,;

1k menimbulkan konflik kepentingan;

nen‘tas1 kepada kepentingan umum;

ukan secara terbuka;

L1 menuhi nilai kepatutan; dan

" “"i""pa' - dlpertanggungawabkan hasilnya tidak untuk
tingan diri sendiri.

BAB III
RUANG LINGKUP

Dipindai dengan CamScanner



N PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Fungsi

& Pasal 5
n s1 Pemerintah Daerah dalam Inovasi daerah

enumbuhkembangkan dan  membudayakan

Memberikan motivasi;

"""'emberlkan stimulan dan fasilitasi; dan

iklim yang kondusif  bagi

uhan serta sinergi unsur kelembagaan,
daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan

me""? '_.-.elenggarakan fungm sebagannana
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ng perumusan prioritas dan
kebijakan penelif
n dan penerapan IPTEK, Pemenntah.
ntuk Dewan Riset Daerah yang

otakan masyarakat dari unsur
lembagaan IPTEK di  daerahnya  serta
2ele g optimalisasi peran dan fungsinya.

Bagian Kedua
Peran

Pasal 6

T -uskan penyelenggaraan fungsi sebagalmana
alam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai

gkan instrument kebijakan;
kan penghargaan; dan
an potensi inovasi unggulan daerah.

Paragraf 1
n Instrumen Kebijakan
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:dapat berbentuk dukungan sumber daya,
dana, pemberian insentif, penyelenggaraan
IPTEK, pembentukan lembaga, dan fasilitasi

t¢sanaan instrument kebijakan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara adil,
dcmokratls, transparan, dan akuntabel.

Paragraf 2
Pemberian Penghargaan

Pasal 8

bentuk mstrumen kebl_]akan sebaglamana
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Pasal 9

ka pengembangan inovasi yang berbasis
okal dan kesesuaian dalam penerapan
ogi tepat guna, Pemerintah Daerah melakukan
1 potensi inovasi unggulan di daerah.

metaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
~dijadikan sebagai acuan dalam melakukan
1 inovasi di daerah.

o BAB V
TUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Inovasi Daerah
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Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam
huruf ¢ merupakan segala bentuk inovasi
nyelenggaraan urusan pemerintahan yang
cewenangan Pemerintah Daerah.

~ Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 12

i Daerah meliputi:
ng :pebahal‘uan seluruh atau sebagian
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Bagian Kesatu |
gusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 13

inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:

:-Siébagaimana dimaksud pada ayat (1),
i dengan proposal Inovasi Daerah yang

10vasi Daerah;
bangun Inovasi Daerah dan pokok
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i Daerah sebagaimana dima

0 [ dibahas oleh tim mdependen yang
ara insidental pada saat dibutuhkan untuk
layak atau tidak layak.

enden sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
N unsur perguruan tinggi, pakardan/atau
ai dengan kebutuhan.

In lependen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
lam  membahas  inisiatif = Inovasi Daerah
yordinasikan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

ahas dan ditetapkan layak atau tidak layak
t paripurna DPRD disesuaikan dengan
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Pasal 16

wovasi Daerah yang berasal dari ASN
| ‘_'_.'_ maksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf ¢
kepada kepala Perangkat Daerah yang
a ?.*'-.'_ya untuk mendapat izin tertulis.

Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
n kepada Badan disertai dengan proposal

i Daerah untuk dievaluasi.

alam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
[2] dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah
arkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam
al 12, Kepala Badan menyampaikan inisiatif Inovasi
aerah kepada Bupati.

Pasal 17
Daerah wajib melaksanakan Inovasi

'mtkan efektifitas dan  efisiensi
n tugas dan fungsinya.
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_iu,p.atl dlserta_l dengan proposal Inovas:t

. hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari
a masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
isampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi

1 tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada
‘untuk dievaluasi oleh Badan.

dlam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari
. masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
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00

. m melakukan evaluasi terhadap proposal Inovasi
_ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
~ dapat memberikan usulan atas Rancang Bangun
Inovasi Daerah.

@) Usulan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disertakan dalam proposal Inovasi Daerah sebagai
Alternatif Rancang Bangun Inovasi Daerah.

B3N - (4) Alternatif Rancang Bangun Inovasi Daerah sebagaimana
o dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Inovasi
éi‘?': . Daerah inisiatif pengusul semula.
..i” Bagian Kedua

¥ Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 20

Sy (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi

- Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah
- sesuai d‘e'ngan bidangnya  untuk  ditugaskan
~ melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Keputusan Bupati sebagaimana ksud
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i sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
_memuat

Inovasi Daer-ah_,
yang diperoleh;

i sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Bupati kepada Menteri.
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B S - "‘r "‘"'ﬂ'_‘u’f_'r-,. "‘.'4_- LL o
& R = ) *‘1-‘7‘-IF]. e

penerapan Inovasi Daerah sebagaimana
pada ayat (1) dllakukan pada Perangkat

Iaboratonum uji coba dapat menerapkan tata
c yang berbeda dengan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap
‘hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan
1 keselamatan manusia dan lingkungan.

memperoleh hasil terbaik, Uji coba dapat
cukan terhadap Alternatif Rancang Bangun Inovasi
h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

Inovasi Daerah menyampaikan laporan
~ pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah

Pasal 22
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'- i dengan Peraturan' Bupam “

BAB VIII |
, PENILAIAN DAN PEMBERIAN
\RGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 23

i Daerah yang melalui uji coba sebagaimana

ud dalam Pasal 21 atau tanpa melalui uji coba
lana dimaksud dalam Pasal 22, diterapkan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

an hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud
- (1) ditetapkan dengan:

ran Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah
mengakibatkan pembebanan kepada
akat, pembatasan kepada masyarakat
pebebanan pada Anggaran Pendapatan

dengan tata laksana mtemal
erah dan ndak mengba’. kan
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Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati
paling lambat 6 (enam) bulan sejak
ah atau Peraturan Bupati sebagaimana

penerapan Inovasi Daerah sebagaimana
d pada ayat (4) paling sedikit memuat:

lakukan Inovasi Daerah; dan

imentasi bentuk Inovasi Daerah.

Pasal 24

wu insentif Inovasi Daerah berdasarkan hasil
an Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada
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fasilitasi inovasi, masyarakat berhak
tif dan penghargaan atas proposal yang

Pasal 27

naan Inovasi daerah, masyarakat harus
can nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

-]

l-II- o .|| l'-b
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PENGUATAN SIDa
Pasal 29

hal menumbuhkembangkan Inovasi Daerah,
tah Daerah melaksanakan penguatan SIDa.

melaksanakan penguatan SIDa sebagaimana
1d pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun
p penguatan SlDa.
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Pasal 30

tan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan
- dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
dan dianggarkan dalam APBD serta pendanaan
1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

am Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan belum
ggarkan dalam APBD tahun berjalan, kegiatan
.a31 Daerah dituangkan dalam perubahan Rencana
Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam
rubahan tahun berjalan.

Pasal 31
kegiatan Inovasi Daerah dalam

Pendapatan dan  Belanja  Daerah
aksud_ dala.m Pasal 30 dlanggarkan
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:ak dapat d1p1dana.

BAB XIII
NAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

dan pengawasan pelaksanaan Inovasi
h Perangkat Daerah dilaksanakan oleh

n dan pengawasan sebagaimana dimaksud
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang mengatur
pembmaan dan pengawasan
an Pemerintahan Daerah.
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pelaksanakan Inovasi Daerah setiap

terhadap Hak Kekayaan Intelektual
dengan ketentuan Peraturan dan
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Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 2 Agustus 2021

Pj. BUPATI LABUHANBATU,
ttd
MULYADI SIMATUPANG

dalam Lembaran Daerah
.abuhanbatu
a 2021
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